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PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/ILH/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara perdata, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:
Yayasan Riau Madani, berkedudukan di Jalan Repelita | No. 25, Kota di
Pekanbaru, Kel. Tampan, Payung Sekaki, Kota
Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Dr (C) Surya Darma, S.Ag, S.H., M.H. dkk
advokat yang tergabung di Kantor Hukum Surya
Darma, & Rekan beralamat di Jalan Surya -
Perumahan Griya Surya abadi Blok D.4, Km3 Garuda
Sakti Panam, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bengkalis pada tanggal 28 September 2022 dengan
nomor register 306/SKK/2022/PN Bls selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;
Lawan:
1. PT. Panahatan, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 61 RT.008/
RW.008, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, Kel. Sukaluyu,
Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat , dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Apul Sihombing,
S.H., M.H. dkk advokat pada Kantor Hukum Apul
Sihombing & Partners berala,at di Jalan Hangtuah XI
Nomor 8 samping RSUD Selasih, Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada
tanggal 30 November 2022 dengan nomor register
404/SKK/X1/2022/PN Bls sebagai Tergugat ;
2. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia (menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia), berkedudukan di
Gedung Manggala Wanabakti Blok | Lantai 6 Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, (Kelurahan Gelora

Kecamatan Tanah Abang), Jakarta Pusat, Kelurahan
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Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
, Sebagai Turut Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14
September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bengkalis pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor
39/Pdt.G/LH/2022/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa mempedomani Firman Allah SW.T dalam Kitab Suci Al-
Qur’an pada Surat al-A'raf ayat 56, yang artinya berbunyi “Dan janganlah
kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan
harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat kepada orang-
orang yang berbuat baik”;
2. Bahwa menyimak dari Teori Prof. Christoper Stone, yang
kemudian disebut dengan DOKTRIN STONE (1972), dimana
menurutnya semua obyek-obyek alam diberikan suatu hak hukum (legal
right) , maka demikianlah kepada hutan, sungai, laut, gajah, pepohonan
dan obyek-obyek lainnya, yang meskipun sifatnya inanimatif, namun
tetap memiliki hak hukum, dan agar hak hukum dari benda-benda alam
demikian dapat diterapkan, maka kelompok-kelompok yang memiliki
kepedulian lingkungan dapat ditunjuk sebagai wali (guardian) dari benda-
benda alam yang inanimatif tersebut untuk membawa permasalahan ke
Pengadilan;
3. Bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, menyatakan “Masyarakat dan atau perorangan
berperan serta dalam pengawasan Kehutanan;
4, Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan lagi “Masyarakat
berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan
dari gangguan dan perusakan®;
5. Bahwa seterusnya di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun
1999 tentang Kehutanan, disebutkan:
Q) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan
hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan

perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
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(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;
b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan
tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk
kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;
c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasarnya,;

6. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum, yang didirikan untuk

melakukan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan, yang salah satu di

antaranya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam

upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya
masyarakat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf

e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT). (Bukti P-1, Bukti

P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4);

7. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai

dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang

kehutanan, melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan
hidup melalui jalur litigasi (legal standing) di bidang Kehutanan dan

Lingkungan Hidup.(Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9,

Bukti P-10 dan Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15,

Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20);

8. Bahwa dalam prakteknya, hak gugat organisasi (legal standing)

yang diajukan oleh PENGGUGAT telah dikabulkan oleh Iembaga

peradilan, mulai dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung

(Kasasi/Peninjaun Kembali), yaitu sebagai berikut :

8.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indoenesia Nomor : 608
PK/PDT/2015, tertanggal 23 Februari 2016, putusan tingkat
Peninjaun Kembali. (Bukti P-21);

8.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58
K/PDT/2019, tertanggal 30 Januari 2019; putusan tingkat Kasasi.
(Bukti P-22);

8.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3371
K/Pdt/2019, tertanggal 2 Desember 2019, putusan tingkat Kasasi.
(Bukti P-23);

9. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kegiatan nyata di bidang

pelestarian fungsi hutan di wilayah Provinsi Riau adalah adanya
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pengajuan 5 (lima) Permohonan Ekseksi terhadap putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus
pembangunan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan Hutan (Bukti
P-24,Bukti P-25,Bukti P-26, Bukti P-27,dan Bukti P-28)

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 5 sampai poin 8),
maka dengan demikian PENGGUGAT, telah memenuhi syarat formil
untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (legal standing) di bidang
Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

11. Bahwa TERGUGAT adalah badan usaha yang melakukan usaha
di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa
sawit yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah terletak di wialayah Desa
Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

12. Bahwa perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh TERGUGAT
tersebut sebahagiannya berada di dalam KAWASAN HUTAN, vyaitu
seluas + 737,-(tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar, dan selanjutnya
disebut OBJEK SENGKETA. (Bukti P-29);

13. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA
adalah berada di wilayah Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis Provinsi Riau;

14. Bahwa secara geografis, letak dan posisi OBJEK SENGKETA
adalah berada di antara titik kordinat sebagai berikut:

1. SudutA :01°13' 34,6" Lintang Utara - 101° 03’ 08,1” Bujur Timur

2. SudutB :01°13'21,1" Lintang Utara - 101° 02’ 40,2 Bujur Timur

3. Sudut C :01°13'41,7” Lintang Utara - 101° 02’ 18,8” Bujur Timur

4., SudutD :01°13'22,1" Lintang Utara - 101° 01’ 50,8” Bujur Timur

5. Sudut E :01°13'14,0" Lintang Utara - 101° 01’ 57,1" Bujur Timur

6. Sudut F : 01° 12’ 55,0” Lintang Utara - 101° 01’ 33,2" Bujur
Timur
7. Sudut G : 01° 13’ 06,4” Lintang Utara - 101° 01’ 26,8”" Bujur
Timur
8. Sudut H : 01° 12’ 54,2” Lintang Utara - 101° 01’ 10,0” Bujur
Timur
9. SudutA : 01° 13’ 38,3 Lintang Utara - 101° 00’ 28,3" Bujur
Timur
10. Sudut | : 01° 14’ 39,1” Lintang Utara - 101° 01’ 44,1" Bujur
Timur
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11.Sudut J : 01° 14’ 40,0” Lintang Utara - 101° 01’ 43,1” Bujur
Timur
12.Sudut K :01° 14’ 48,7” Lintang Utara - 101° 01’ 56,8 Bujur Timur
15. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai
berikut :
15.1. Sebelah Timur Laut (North East) berbatas dengan Parit/Jalan Aspal
15.2. Sebelah Barat Daya (Sout West) berbatas dengan Parit;
15.3. Sebelah Barat Laut (Nort West) berbatas dengan Parit;
15.4. Sebelah Tenggara (Sout East) berbatas dengan Parit;
16. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK
SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 14 di atas, terlihat dengan
jelas bahwa letak dan posisi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo
adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), hal
ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-11/1986 tanggal 6 Juni
1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati | Riau
sebagai Kawasan Hutan.(Bukti P-30 dan Bukti P-31);

17. Bahwa kemudian pada tahun 1994, Kawasan Hutan Produksi
Terbatas (HPT) tersebut diatas (poin 17) telah ditata batas di lapangan
oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, dengan
batas sepanjang = 106,8 Km dan kemudian Kawasan Hutan Produksi
Terbatas tersebut diberi nama dengan Kelompok Hutan Rangau”, hal
ini sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan
Rangau (Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti
P-37, Bukti P-38, Bukti P-39);

18. Bahwa kemudian pada tahun 1994, Pemerintah Provinsi Riau
telah menerbitkan PERDA Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat | Riau, dimana OBJEK
SENGKETA telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi, hal ini
sebagaimana terlihat dalam Peta Lampiran PERDA No0.10 Tahun 1994
tentang RTRWP Riau;(Bukti P-40 dan Bukti P-41),

19. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan
pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.
673/Menhut-11/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
menjadi bukan kawasan hutan seluas + 1.638.249 (satu juta enam ratus
tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar,

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas + 717.543 (tujuh ratus tujuh
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belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan bukan
kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas + 11.552 (sebelas ribu
lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, yang mana
berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan
tersebut lembar 0817, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam
perkara a quo masih tetap berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi
Terbatas (HPT). (Bukti P- 42 dan Bukti P-43);

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2014 telah diterbitkan
pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.
878/Menhut-11/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana
berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan
tersebut, lembar 0817, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam
perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan. (Bukti P-44 dan
Bukti P-45);

21. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor:
SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan
seluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima ) hektar di
Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada
lembar 0817, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a
quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan.(Bukti P-46 dan Bukti
P-47);

22. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan
Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan
Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0817,
terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya
masih tetap sebagai Kawasan Hutan.(Bukti P-48 dan Bukti P-49);

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yaitu pada poin 16, poin 17,
poin 18, poin 19, poin 20, poin 21 dan poin 22, maka terlihat dengan jelas
bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan;

24.  Bahwa proses pengukuhan kawasan hutan tersebut di atas adalah sudah
melalui tahap Penunjukan, Penataan batas, dan Pemetaan, dan memang
belum sampai pada tahap “ PENETAPAN", sebagaimana diatur di dalam

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
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akan tetapi tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan, baik di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 itu sendiri ataupun dalam pasal-pasal lainya, yang
menyatakan bahwa apabila proses pengukuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum
dilaksanakan, maka suatu kawasan hutan dalam kenyataannya sebagai
hutan menjadi bukan kawasan hutan, hal ini sebagaimana terdapat
dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan
Mahkamah Agung No. 2642K/Pid/2006, tanggal 12 Februari 2007,
halaman 82 paragraph ke-empat.(Bukti P-50);

25. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan
Kawasan Hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah
Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41
tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “ Penguasaan
Hutan® yaitu menyatakan:

(1).Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

(2).Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada

ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk;

a.mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b.menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau
kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan;

c.mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara
orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan perbuatan hukum
mengenai kehutanan;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 25), maka setiap kegiatan
pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan
hutan harus mendapat Izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri
Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), namun
faktanya TERGUGAT telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan
merubah peruntukan OBJEK SENGKETA menjadi perkebunan kelapa
sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian
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perbuatan TERGUGAT tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan
Hukum, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang
Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “ Setiap orang
dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki
kawasan hutan secara tidak sah “ Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat
(2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “ Setiap orang
dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam
Kawasan Hutan *

27. Bahwa sampai saat ini belum ada Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang
diterbitkan terhadap OBJEK SENGKETA atas nama PT. Panahatan;

28. Bahwa seluruh surat-surat tanah yang diterbitkan di atas OBJEK
SENGKETA oleh pihak selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(dahulu Menteri Kehutanan) adalah merupakan surat yang cacat hukum,
karena yang berhak menerbitkan surat atau izin apapun di atas OBJEK
SENGKETA hak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

29. Bahwa TERGUGAT telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah
peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa
melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan
Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia), sebagaimana diatur dalam  Surat Keputusan
Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-11/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan
23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan
Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian
(Bukti P-51);

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 25, poin 26 dan poin
29), maka jelas TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum di bidang Kehutanan, sehingga dengan demikian sudah
sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri Bengkalis melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang
memeriksa perkara a quo supaya menyatakan bahwa TERGUGAT telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum TERGUGAT
untuk memulihkan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula,
dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas
OBJEK SENGKETA seluas + 737,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar
dan kemudian setelah itu melakukan penanaman kembali (reboisasi)

dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Kayu Meranti, Kempas
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(Koomassia Malaccensius), Bintangur (Calophyllum), Durian burung,
Gerunggang (Cratoxylum), Kedondong Hutan (Spondias), Keranji
(Dialium), Sesendok (Endospermum), Terentang Ayam (Buchanania),
Tenggayun (Parartocarpus), Tembesu (Fagrerea), Sepat (Berrya
cordofolia), Rengas (Gluta aptera), Mempisang (Litsea Firma), Medang
(Litsea Firma), Mahang (Macaranga), Ketapang (Terminalia) dan Kayu
Bayur (Pterospermum) dan kemudian setelah itu menyerahkan OBJEK
SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

31 Bahwa supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera,
maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri
Bengkalis melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa
perkara ini supaya menghukum TERGUGAT untuk membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) setiap hari,
apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;

32. Bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA saat ini masih tetap diduduki dan
dikuasai oleh TERGUGAT, guna melakukan kegiatan perkebunan
kelapa sawit di atasnya, sehingga TERGUGAT  terus menerus
memasukkan truk angkutan buah kelapa sawit ke dalam OBJEK
SENGKETA (Kawasan Hutan), memasukkan alat berat untuk merawat
jalan dan pasilitas lainnya, dan kemudian memasukkan orang (pekerja)
untuk meracun (meroundup) tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas
OBJEK SENGKETA, di sela-sela tanaman kelapa sawit, yang semuanya
itu jelas semakin merusak Ekosistem Hutan (pohon dan rumput-
rumputan, hewan, dan migroorganisme/komponen biotik) yang berfungsi
secara bersama-sama dengan komponen abiotik dari lingkungan yang
ada di dalam OBJEK SENGKETA, sehingga dengan demikian sudah
sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan
Negeri Bengkalis melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang
memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan Putusan Provisi, yang
amarnya menghukum TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan
di atas OBJEK SENGKETA meskipun perkara a quo belum Berkekuatan
Hukum Tetap (BHT);

33. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah badan hukum publik yang diberikan
tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segalah sesuatu yang
berkaitan dengan Kawasan Hutan, sehingga TURUT TERGUGAT telah
menerbitkan surat keputusan tentang penunjukan kawasan hutan di

Provinsi Riau, sebagaimana PENGGUGAT dalilkan pada poin 16, poin
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17, poin 19, poin 20, poin 21 dan poin 22, sehingga dengan demikian
sangat beralasan bilamana TURUT TERGUGAT ikut ditarik dalam
perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, dan tunduk
dan patuh pada putusan ini.;

34. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas, maka
kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi
Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi
berkurang seluas + 737,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar, sehingga
luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, dan
hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat
dalam salah satu butir yang di hasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di
Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut
jelas telah memicu terjadinya pemanasan global (global warming), maka
oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang
kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang
sifathya meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian
fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas
tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian
PENGGUGAT berhak mengajukan hak gugat organisasi (legal standing)
terhadap TERGUGAT dan terhadap TURUT TERGUGAT,
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada

yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis berkenan memanggil yang

berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan

putusan yang amarnya sebagai berikut :
DALAM PROVISI

- Menghukum TERGUGAT supaya menghentikan seluruh kegiatan
di atas OBJEK SENGKETA, meskipun perkara a quo belum Berkekuatan
Hukum Tetap (BHT);

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum;

3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas + 737,- (tujuh
ratus tiga puluh tujuh) hektar adalah merupakan KAWASAN HUTAN;

4, Menghukum TERGUGAT supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK

SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang
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seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA
seluas * 737,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar dan kemudian
melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan menanam tanaman
Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (Koomassia Malaccensius),
Bintangur (Calophyllum), Durian burung, Gerunggang (Cratoxylum),
Kedondong Hutan (Spondias), Keranji (Dialium), Sesendok
(Endospermum),  Terentang  Ayam (Buchanania), Tenggayun
(Parartocarpus), Tembesu (Fagrerea), Sepat (Berrya cordofolia), Rengas
(Gluta aptera), Mempisang (Litsea Firma), Medang (Litsea Firma),
Mahang (Macaranga), Ketapang (Terminalia) dan Kayu Bayur
(Pterospermum) dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA
kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 10.000.000,- setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai
melaksanakan putusan ini:

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing Kuasanya, sedangkan Turut
Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah
dan patut melalui relaas yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan pada
tanggal 20 September 2022, 7 Oktober 2022, dan 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldi
Pangrestu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari
2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN RELATIF
1. Bahwa sebelum Tergugat menyusun Eksepsi dan Jawaban ini

terlebih dahulu kami menyampaikan dasar hukum pengajuan Eksepsi
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dan Jawaban ini yang kami kutip dari Buku dan Menurut M. Yahya
Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa
berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan,
antara lain (him. 811): Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan
surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat
(1) HIR; Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum; Gugatan error in
persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau
melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.
2. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah tentang Dugaan
Perbuatan melawan (PHM) bukan sengketa kepemilikan hak atas tanah,
maka berdasarkan pasal 118 HIR / pasal 142 RBg semestinya Gugatan
Penggugat A quo diajukan di Pengadilan Negeri pada Tempat tinggal
Tergugat (Actor Sequirtor Forum Rei) atau hak opsi apabila Tergugat
lebih dari satu Tergugat maka Gugatan diajukan di tempat salah satu
Tergugat. untuk yang berwenang mengadili dan memeriksa Gugatan
Penggugat A quo adalah Pengadilan Negeri Bandung sesuai alamat dan
Domisili Tergugat, atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai alamat
Turut Tergugat maka oleh Karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis
haruslah dinyatkan tidak berwenang mengadili dan memeriksa
perkara A qou;
B. TENTANG LEGAL STANDING
3. Bahwa Penggugat Yayasan Riau Madani tidak memiliki Kapasitas
untuk menggugat (Legal Standing) Penggugat Tidak Mempunyai
Kapasitas untuk menggugat (Legal Standing) Berdasarkan ketentuan
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
diatur:
3.1 Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan
hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan
perwakilan untuk kepentingan kelestarian fungsi hutan.
3.2. Bahwa organiasi bidang kehutanan yang berhak
mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur
bahwa, harus memenuhi persyaratan:
a) Berbentuk badan hukum;
b) Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan
tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi untuk kepentingan

pelestarian fungsi hutan.
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C) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasarnya.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup diatur bahwa
organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan apabila
memenuhi syarat :

a) Berbentuk badan hukum.

b) Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa

organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi

lingkungan hidup; dan

C) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan

anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
5. Bahwa dalam perkara a quo Yayasan Riau Madani harus
dinyatakan tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan
gugatan (legal standing) karena Yayasan Riau Madani tidak dapat
menunjukkan kegiatan nyata dalam rangka menjaga kelestarian hutan
dan fungsi lingkungan hidup hutan, kecuali dengan bukti Permohonan
Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap (Vide Gugatan Penggugat hal 3 Poin (9) Untuk itu Gugatan
Penggugat A quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;
C. TENTANG KURANG PIHAK (ERROR IN PERSONA / PLURIUM
LITIS CONSORTIUM)
6. Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
sebagaiaman telah diubah dengan undang-undang No 19 Tahun 2004
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
nomor 1 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
“semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan hutan oleh Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenangan kepada
Pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang
berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. b. menetapkan
status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan
sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan
hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur
perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan, oleh karena itu

menurut hukum yang berhak untuk menuntut Tergugat apabila dianggap
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melawan hukum Kehutan atau melanggar undang-undang tentang
Kehutanan maka yang berhak untuk menuntut dan menindak adalah
Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, oleh karena
itu Penggugat harus dinyatakan tidak berhak menggugat perkara yang
disengketakan, hal ini sejalan dengan Pendapat Yayah Harap M. Yahya
Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata
(hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat
harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang
tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat
mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dari pendapat-
pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada
hubungannya dengan perkara, yang mana terdapat suatu haknya yang
dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya
perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata
lain, Penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk
melakukan gugatan. Untuk itu Gugatan Penggugat adalah cacat
Formil oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak
dapat diterima;

7. Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak (plurium litis consortium)
bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
sebagaiaman telah diubah dengan undang-undang No 19 Tahun 2004
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
nomor 1 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
“semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan hutan oleh Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenangan kepada
Pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang
berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. b. menetapkan
status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan
sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan
hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur
perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan, dan yang dimaksud
dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden
Republik Indonesia, oleh karena itu karena Gugatan Penggugat A quo

adalah tentang Perkebunan Tergugat berada dalam kawasan hutan maka
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yang berkompeten untuk menjelaskan apakah kebun sawit Tergugat
berada dalam kawasan hutan adalah Presiden Republik Indonsia;

8. Bahwa selain itu Penggugat pada Posita Gugatanya Poin 33 hal
(8) Pada Pokoknya bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Surat
keputusan tentang penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Riau,
sehingga beralasan Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini dst...........
Akan tetapi pada Petitum Gugatnya Penggugat tidak menarik Turut
Tergugat (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan sebagi pihak yang
turut bertanggung jawab dan atau pihak yang turut dihukum, oleh karena
itu Gugatan Penggugat A quo harus dinyatakan Kurang pihak dalam
kualifikasi error In persona untuk itu Gugatan Penggugat A quo harus
dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Pemerintah/Presiden
RI pada Gugatanya maka Gugatan Penggugat A quo harus dinyatakan
kurang pihak (plurium litis consortium) dan oleh karenanya harus
dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa dasar Gugatan Penggugat pada surat gugatannya yang
mendalilkan bahwa Kebun sawit Tergugat merupakan kawasan hutan
Kelompok Hutan Rangau yang terletak di Desa Petani sebagaimana
pada Peta lampiran surat Keputusan Menteri Kehutanan Rl nomor
173/Kpts-11/1986 maka semestinya Penggugat harus menarik seluruh
Masyarakat baik instansi Pemerintah Desa Petani dan seluruh Fasilitas
Umum dan Fasilitas Sosial seperti Rumah Ibadah, Sekolah,Fasilitas
Kesehatan yang memiliki Hubungan Hukum dengan Hutan/tanah
Kelompok Hutan Rangau sebagai pihak Tergugat, hal ini sejalan dengan
Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan nomor
3267/K/Pdt/2012 dengan Perkara Penggugat/Pemohon Kasasi Yayasan
Riau Madani Melawan PT. Panahatan dan Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan
tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai alasan ke 1 dan
2 _bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
gugatan penggugat masih kurang pihak, mestinya para pihak yang
memiliki hubungan hukum terhadap keberadaan hutan kawasan
HPT Rangau diantaranya PT. Risma, Sdr. Panjaitan, Sdr. Abu Hasan
dan tanah milik dari lembaga Nasir wakaf abdurrohman yang
seharusnya dijadikan pihak dalam perkara A quo agar sengketa
lahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh

(Vide Putusan nomor 3267/K/Pdt/2012 halman 14 dari 16) untuk itu
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Mohon Kepada Yang mulia Majelis Hakim agar dapat menyatakan
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

D. GUGATAN KABUR

11. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap terutama
mengenai apa yang menjadi sebab dan objek Guagtan sebagai alasan
diajukannya Gugatan (dasar gugatan) dan perbuatan apa yang dilakukan
Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Objek
Gugatan);

12. Bahwa apabila diperhatikan lebih seksama Pokok Gugatan pada
Vide Gugatan poin 24 halaman 6 terlihat bahwa Penggugat tidak secara
tegas menegaskan Perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh
Tergugat, dan unsur-unsur perbuatan seperti apa yang telah dilakukan
oleh Tergugat sehingga dapat dikualifikasi melanggar hukum dan sanksi
apa yang dapat dikenai atas perbuatan tersebut? Sehingga dengan
demikian Gugatan Penggugat A quo harus dinyatakan kabur obscur libel
dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

E. GUGATAN TIDAK MEMILIK DASAR HUKUM

13. Bahwa Penggugat terlihat tidak memahami apa yang dimaksud
dengan kawasan hutan, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang —
undang nomor 18 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan
perusakan hutan yang berbunyi: kawasan hutan adalah wilayah tertentu
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya
sebagai hutan tetap;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Menimbang, bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses
akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa,
“ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan
bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron
dengan Pasal 15 Undang-Undang a quo. dengan demikian
ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil
sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan,
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum (Vide Putusan 45/PUU-1X/2011 halaman 156 Poin 3.13);

15. Bahwa pada Amar Putusan Mahamah Konstitusi nomor
45/PUUX/2011 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk

seluruhnya;
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